
1. Undang-UndangNomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1071 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 
Peratuan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Pereturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu 
Serentak, maka perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu dilakukan penyempumaan terhadap Pasal 36 
dan Pasal 31 untuk memperjelas dan rnempertegas tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 
2017 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu 
Serentak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Pemilihan Penghulu Serentak; 
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Beberap Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 
tentang edoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak 
(Serita D erah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 9)sebagaimana telah 
diubah engan Peratuan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017 tentang 
Peru bah . Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis 
Pelaksan an Pemilihan Penghulu Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten 
Rokan H' ir Tahun 2017 Nomor 40), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPAn NOMOR 9 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN 
PENGHULU SERENTAK. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 
2015 Nomor 9); 

Menetap an 



'N Nama 
Balon Poin Pendidikan Poin Tgl/Usia Poin Ket 

0 

1. Balon A 3 SMA 2 47 Thn 3 '3 + 2 +3 = 8 Lulus 
2. Balon B Sekdes / 7 Tahun 2 SMA 2 45 Thn I Bln 3 2+2+3 =7 Tdklulus 
3. Balon C 5 02 3 57 Thn 2 5+3+2=10 Lulus 
4. Balon D 0 SMP 1 36 Thn 4 0+1+4=5 Tdk lulus 
5. Balon E 2 Sl 4 46Thn 3 2+4+3-9 Lulus 
6. Balon F 1 Sl 4 5SThn 2 1+4+2 .. 7 Tdk lulus 

7. B'W:oii G 5 SMA: 2· 58' Thri 2· s+2·+z~9· Lmus 
8·. BalonH 0 81 ~ 36- Thrr 4"' (}'+ 4--+ ~~8· Lulus 

Tahap I 
Mempersfapkan Data Calon 

usi 25- ta:hun/ sudah pernah menikah sampar dengan usia 
bot ot poin 

2. usi di atas 35 tahun sampai dengan usia 45 tahun bobot poin 
3. usi diatas 45 tahun sampai dengan usia 55 tahun bobot poin 
4. usi dfatas 55 tahun sampai dengan usia 65 tahun bobot poin 
5. trsi · di atas 6·S tahurr bobot poirr 

3-5' tahurr 
=5 
=4 
=3 
=2 
= l 

a. pengaI an bekerja di Lembaga Pemerinfahan dibuktikan dengan Surat 
Keput sarr Pengangkatan, Nota Dinas dan/ atau Surat Keterangan [lamanya 
bekerj dan secara terus menerus menjadi bahan pengarnbilan keputusan]; 

b. untuk mengklasifikasikan poin pengalaman lama bekerja dibidang 
peme tahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagai berikut : 
f. di awah f tahun bobot poin = O 
2. di ·s' l tahurr sampar derrgarr s· tahurr bobot poirr = 1 
~.,, di. ~ 5 t~~P ~v~ ~~FJ.:g~ tQ tAAY::EJ b~Ji>pt.pQit:}.· = 2 
4. di tas 10 tahun sampai dengan 15 tahun bobot poin = 3 
5. di tas 15 tahun sampai dengan 20 tahun bobot pain = 4 
6. di tas 20 tahun febih bobot poin = 5 

c·. tin:gka: Pert:didika:rr d{btrktikan delfrga:tt' IjMa:h Petrdidik'ru'i" Tenmggif 
.d. untuk mengklasifikasikan p.oin tingkat pendidikan sebagairnana dimak:sud 

huruf adalah sebagai berikut: 
1. SM Sederajat bobot poin = 1 
2. S Sederajat bobot poin = 2 
3. DI dan D3' bobot poin = 3· 
4. S 1 bobot poin = 4 
5. S2 bobot poin = 5 

e. usia te uda diutamakan dari usia tertua. 
f. untuk engklasifikasikan poin usia sebagaimana dimaksud huruf e adalah 

berikut : 

· penetapan Bakal Calon Paling Banya:k 5- (lima] orang Panitia 
dapat melakukan seleksi tambahan dengan Tahap-Tahap sebagai 

Da1am 
pemilih 
berikut: 

Pasal 36 

1. Keten an Pasai 36 diubali, seliingga Pasai 36 berbunyi sebagai berikut : 



SERITA ERA.H KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR if& 

Dlunda kan di Bagansiapiapi 
pada t al 1 ~ ')UL-\ 2017 

SE ARIS DAERAH 
KAB TEN ROKAN ILIR, 

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar se p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati · · dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

Ditetapkan di Bagansiaplapi 
pada tanggal t9 au Lt 2017 

BU HILi¥

SUYATNO 

Pasal II 

Pasal 37 

(2) Dal hal terjadi kesamaan basil penjumlah poin maka langkah yang 
il adalah dengan menggunakan skala priorita.s sebagai berikut: 
bila terjadi kesamaan jumlah akumulasi basil penjumlah poin maka 
riorita.skan yang mempunyai pengalaman bekerja dilembaga 

merintahan; 
b. ji masih terjadi kesamaan pada poin a maka diambil langkah kedua 

d ngan mempriorita.s Tingkat Pendidikan yang tertinggi; 
c. a abila rnasih terjadi kesamaan pada poin a dan poin b maka diambil 

1 gkah ketiga dengan menggunakan urutan priorita.s ketiga yaitu 
d tamakan usia termuda. 

Dari has Penjumlahan poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon 
yang Lui s seleksi ta.mbahan adalah yang menduduki uruta.n 1 sampai dengan 
5 dari H il Penjumlahan poin tertinggi. 

2. Keten uan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 ayat (2) berbunyi 
sebag berikut : 

= 8 (Lulus) 
= 7 (Tdk Lulus) 
= 10 (Lulus} 
= 5 (Tdk Lulus) 
~ 9 (Lulus) 
= 7 (Tdk Lulus) 
= 9 (Lulus) 
= 8 (Lulus) 

Tahap III 
KESIMPULAN 

Tahap II 
HASIL PENJUMLAHAN POIN 

1. Bakal 
2. Bakal 
3. Bakal 
4. Bakal 
5. Bakal 
6. Bakal 
7. Bakal 
8. Bakal 

alonA 
alonB 
alon C 

onD 
olon E 
alonF 
alonG 
alon H 
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Angka 1 
Bagi calon yang usianya dibawah 25 tahun namun 
sudah pernah menikah mendapat bobot poin 5. 

ukupjelas. 

Pasal 6 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukupjelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukupjelas. 

Huruff 

II. LASAN PASAL DEMI PASAL 

Bah Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
Kepe ghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, 
umu , bebas, rahasia, jujurdanadil. 
Bahw sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan 
Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pemb rhentian Penghulu, maka perlu diatur tentang Perubahan Kedua atas 
Perat ran Bupati Nomor 9 Tahun 201 7 Tentang Pedoman Teknis 
Pelak anaan Pemilihan PenghuluSerentak. 

Un uk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka salah satu hal 
yang arus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Bupati 
Kabu aten Rokan Hilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Nomo 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan 
Pen uluSerentak. 

LASANUMUM 

ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 
AHUN 201"1 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENGHULU BERENTAK 

I. 

TEJfTANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN IULIR 
NOMOR 48 TAHUN 2017 



pjelas . 
Pasal II 

pjelas. 

Angka 2 

Cukupjelas. 

Angka3 
Cukupjelas. 

Angka4 
Cukupjelas. 

Angka 5 
Cukupjelas. 

Pasa137 
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